




A. Latar Belakang  
Hukum perbankan adalah aturan-aturan, baik aturan pokok maupun 
aturan pelaksanaan, baik menyangkut perdata maupun pidana, baik 
mengenai pengurusan maupun kepemilikan tentang suatu badan usaha 
pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta bidang-bidang yang 
berhubungan dengan kegiatan badan usaha tersebut.
1
  Bank adalah badan 
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Berdasarkan prinsip kehati-hatian, bank konvensional dan bank syariah 
harus berhati-hati memilih calon nasabah dalam pengajuan permohonan 
kredit dalam prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi adanya wanprestasi 
oleh debitur atau nasabah.
2
 Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-
Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Undang-Undang Perbankan). 
Perbankan Indonesia mempunyai tujuan yang sama yang sangat strategis 
dan tidak hanya berorientasi ekonomis, tetapi juga kepada hal-hal non 
ekonomis seperti masalah stabilitas nasional yang mencangkup antara lain 
stabilitas polotik dan stabilitas sosial.
3
 
Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi 
bahwa: (1)  Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berasarkan 
Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan 
analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan 
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Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan 
pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. (2) Bank Umum 
wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia.
4
 Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau 
kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau 
kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Asas 
kehati-hatian (precautionary principle) adalah asas dalam hukum 
lingkungan yang menyatakan bahwa segala dampak terhadap lingkungan 
dan kesehatan manusia patut dihindari sedini mungkin. Menurut O.P 
Simorangkir (1988), Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, 
barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu 
mendatang. Kredit diartikan sebagai penyediaan atau tagihan. Menurut 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyebutkan bahwa kredit 
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 
bank dan pihak lain yang mewajibkan pihakn peminjam untuk melunasi 




Pemilik uang atau barang memberi kepercayaan kepada pihak 
peminjam (debitur) untuk menggunakan uang atau barangnya selama 
waktu tertentu. Peminjaman ini disertai pula kepercayaan bahwa sang 
debitur dapat mengembalikan uang atau barang yang dipinjamkan. Dengan 
demikian secara jelas kredit adalah pemberian pemakaian suatu uang atau 
barang kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan bunga 
jaminan atau tanpa bunga jaminan dengan pemberian jasa bunga dan atau 
tanpa bunga. Dalam pemberian kredit, prinsip kehati-hatian adalah 
melakukan analisis yang mendalam untuk memperoleh keyakinan 
terhadap itikad baik, kemampuan dan kesanggupan calon debitor untuk 
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 Unsur kepercayaan tidak terbatas pada 
penerima kredit, tetapi terjaganya kepercayaan akan kejujuran dan 
kemampuan dalam mengembalikan pinjaman itu tepat pada waktunya. 
Dalam memberikan kredit kepada debitur harus mempunyai kredibilitas 
atau kelayakan untuk memperoleh kredit.  
Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensuil antara Debitur 
dengan Kreditur bank yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana 
Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh 
Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh 
para pihak. Dengan demikian hubungan kredit bank berlaku ketentuan 
dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan.
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Sebelum menyetujui permohonan yang diajukan calon debitur untuk 
mendapatkan fasilitas kredit, maka bank akan melakukan analisis secara 
yuridis dan ekonomis terhadap calon debitur untuk menentukan 
kemampuan dan kemauan calon debitur tersebut untuk membayar kembali 
fasilitas kredit yang akan dinikmatinya sesuai dengan yang telah 
diperjanjikan. Aspek yuridis dari suatu perjanjian kredit, yaitu adanya dua 
pihak yang saling mengikatkan diri. Oleh karena itu analisis secara yuridis 
yang akan dilakukan oleh bank terhadap calon debitur meliputi analisis 
terhadap terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang 
tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan di 
antara kedua pihak yaitu pihak bank dengan pihak calon debitur, cakap 
untuk membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan adanya suatu 
sebab yang halal.  
Dalam proses pemberian kredit perlu diperhatikan prinsip-prinsip 
perkreditan yang dikenal dengan 5 (lima) C, atau “The Five C Of Credit 
Analysis” (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition).
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 Prinsip 
perkreditan character (watak) yaitu kredit dengan adanya atas dasar 
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kepercayaan; kepercayaan berupa keyakinan terhadap moral watak dan 
sifat pribadi yang positif; penilaian character berupa tingkat kejujuran; 
integritas dan itikad baik; character berupa tingkat kemauan 
mengembalikan kredit. Prinsip perkreditan capacity (kapasitas) yaitu 
penilaian kemampuan pembayaran, dimana hasil usaha baik yang 
diperoleh akan mampu membayar kredit. Pengukuran capacity dengan 
pendekatan past performance merupakan track record usaha dan financial 
merupakan rata-rata neraca dan R/L. Prinsip perkreditan capital (modal) 
adalah modal sendiri yang dimiliki (Self Financing). Semakin besar modal 
sendiri, semakin besar pula tanggung jawab dan kesungguhannya atau 
sebaliknya. Besar kecilnya capital merupakan neraca perusahaan (owner 
equity, laba ditahan dll). Prinsip perkreditan collateral (jaminan) adalah 
barang-barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai alat pengamanan 
apabila usaha gagal. Sifatnya sebagai pelangkap kelayakan usaha. Bentuk 
jaminan berupa jaminan kebendaan (fisik); jaminan tidak berwujud (non 
fisik); nilai jaminan harus lebih besar dari nilai kredit dan aman dari aspek 
yuridis. Prinsip perkreditan condition of economic merupakan analisis 
terhadap situasi dan kondisi perekonomian yang mempengaruhi terhadap 
kelancaran usaha. Pengaruh kebijakan-kabijakan  pemerintah terhadap 
perekonomian atau usaha-usaha tertentu. Penilaian dilakukan secara makro 
dan mikro, bagaimana usaha yang bersangkutan saat ini dan nanti secara 
prospective dan potensinya.  
 Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dan selanjutnya akan ditulis dalam skripsi yang berjudul 
“STUDI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM 
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN”. 
B. Rumusan Masalah 
Pembatasan dan perumusan masalahdalam suatu penelitian salah 
satu hal yang penting dan suatu rangkaian pelaksanaan penelitian ilmiah 
guna menghindari terjadinya penyimpangan terhadap pokok masalah. 





di Bank Mandiri. Dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan, 
yaitu: 
1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan perjanjian kredit antara 
perbankan dengan debitur ? 
2. Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan 
perjanjian kredit perbankan? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan perjanjian kredit antara 
perbankan dengan debitur. 
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan 
perjanjian kredit perbankan. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dan guna 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Penulis secara teoritis diharapakan dapat menambah wawasan 
dan pengetahuan di bidang karya ilmiah, serta dapat mengembangkan 
ilmu pengetahuan khusunya dalam hukum perbankan yang berkaitan 
dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit bank. 
Serta sebagai bahan pembanding secara teori dan fakta atau kenyataan 
yang terjadi di lapangan. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan bagi 
a. Lembaga Perbankan 
Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan 
(pengetahuan) bagi para praktisi bank dalam menerapkan prinsip-
prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dimasa yang 
akan datang. 
b. Lembaga Pendidikan  
Sebagai suatu hasil karya yang dijadikan sebagai bahan wacana 
dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak yang memiliki terkaitan 






E. Kerangka Pemikiran  
Kerangka pemikiran memuat uraian tentang teori atau konsep yang 
bersumber dari berbagai literatur atau referensi dan berfungsi memberikan 
arahan atau panduan bagi penelitian dalam memahami permasalahan dan 






















Dalam  menjalankan  kegiatan  usaha,  bank  menghadapi  berbagai  
risiko usaha  dan  untuk  menguranginya  bank  wajib  menerapkan  
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prinsip  kehati-hatian yang  salah  satunya  penerapan  prinsip  mengenal  
nasabah.  Hal tersebut seperti sesuai PBI   Nomor 3/10/PBI/2001 
mengenai  Penerapan  Prinsip Mengenal Nasabah. Berdasarkan prinsip 
mengenal nasabah, maka bank wajib menetapkan kebijakan penerimaan 
nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi 
nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap 
rekening dan transaksi nasabah, dan menetapkan kebijakan dan prosedur 
manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan  prinsip mengenal  
nasabah.  
Oleh karena itu, sebelum melakukan hubungan usaha dengan 
nasabah, bank wajib meminta,   informasi   mengenai   identitas   calon  
nasabah,   maksud   dan  tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan 
calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank 
untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, identitas pihak  lain,  apabila  
calon  nasabah  bertindak  untuk  dan  atasa  nama  pihak  lain, seperti 
beneficial  owner. Berkaitan  dengan kebijakan  dan prosedur  manajemen 
risiko dalam penerapan prinsip kehati-hatian mengenal nasabah, maka 
manajemen risiko yang  diterapkan   bank mencakup pengawasan oleh 
pengurus bank (management oversight), pendelegasian wewenang, 
pemisahan tugas, sistem pengawasan   intern  termasuk  audit  intern, dan 
program pelatihan karyawan mengenai penerapan prinsip mengenal 
nasabah. 
Debitur dalam mengajukan permohonan kredit harus memenuhi 
persyaratan/berkas sebagai permohonan kredit, yang kemudian akan 
diperiksa keabsahannya oleh pihak bank/kreditur, kemudian akan 
ditentukan mana yang diterima  dan yang  ditolak.  Jika  diterima,  maka  
akan  dilakukan  proses  analisis dengan  menggunakan  analisis  berbasis  
5C  dan  unsur-unsur  usaha.  Dari  hasil analisis  tersebut,  bagi  yang  
diterima  akan  dievaluasi  kembali  kelayakannya apakah benar-benar 
layak atau tidak diberi kredit oleh bank. Kemudian barulah pihak bank 






F. Metode Penelitian 
Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang memuat 
metode, sistematika dan bertujuan untuk mempelajari beberapa peristiwa 
hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian adalah suatu 
metode ilmiah dengan melakukan penyelidikan dengan seksama dan 
lengkap terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan 
tersebut
10
. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi hal-hal sebagai berikut: 
1. Metode Pendekatan  
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 
yuridis empiris, yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan 
terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum 
normatif disertai dengan kajian teoritis hukum, dengan didukung oleh 
fakta-fakta empiris di lapangan. 
2. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang 
bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik, akurat, dan 
karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Data 
yang dikumpulkan sematamata bersifat deskriptif sehingga tidak 
bermaksud untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat 
prediksi atau pun mencari implikasi. 
3. Lokasi Penelitian 
Lokasi Penelitian adalah menetapkan lokasi yang dimana 
tempat/wilayah terjadinya masalah hukum yang akan diteliti, yaitu 
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4. Jenis Data 
Sehubung dengan penelitian ini yang bersifat yuridis empiris makan 
bentuk dan jenis data yang digunakan oleh penyusun adalah data 
primer dan sekunder, adapun penjelasannya sebagai berikut: 
a. Data Primer adalah data primer ialah data yang diperoleh atau 
dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan 
penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data 
primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau 
perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh 
peneliti
11
. Data primer ini antara lain: 
- Catatan hasil wawancara. 
- Hasil observasi lapangan. 
- Data-data mengenai informan. 
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 
orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah 
ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang 
telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian 
terdahulu, buku, dan lain sebagainya
12
. 
5. Metode Pengumpulan Data 
a. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang di gunakan 
oleh penulis adalah Studi Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan 
data dengan cara mempelajari buku-buku, makalah, surat kabar, 
artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
13
. 
b. Dengan melakukan wawancara dengan pegawai bank Bapak Wida 
dan Nasabah Bapak Rastra dalam hal ini dapat dikatakan sebagai 
responden. 
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c. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi 
kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. 
6. Metode Analisis 
Metode Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode 
analisis kualitatif. Dengan menggunakan logika deduktif, yang dimana 
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 
dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 




G. Sistem Penulisan Skripsi 
Dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan memudahkan 
dalam melakukan pembahasan. Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab 
yang disusun secara sistematis, yang dimana antar bab dengan bab 
mempunyai keterkaitan yang berkesinambungan. Adapun sistematika 
penulisan skripsi sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN   
A. Latar Belakang   
B. Rumusan Masalah   
C. Tujuan Penelitian   
D. Kerangka Pemikiran  
E. Metode Penelitian   
F. Sistematika Penulisan Skripsi   
BAB II TINJAUAN PUSTAKA   
A. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit 
Perbankan   
1. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Kredit dan Perjanjian 
Kredit   
2. Tinjauan Umum Tentang Syarat-Syarat Kredit  
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3. Tinjauan Umum Tentang Prinsip-Prinsip Perkreditan yang 
Sehat   
4. Tinjauan Umum Tetang Prinsip Pruden dan Trust 
5. Tinjauan Umum Tetang 5C   
6. Tinjauan Umum Tetang Pengertian Bank dan Fungsi Bank 
  
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   
A. Prosedur dan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Perbankan 
dan Debitur   
B. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pelaksanaan Perjanjian 
Kredit Perbankan   
BAB IV PENUTUP   
A. Kesimpulan  
B. Saran  
DAFTAR PUSTAKA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
